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ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KAPUPATEN INDRAGIRI
HILIR

Ahmad Hidayat
177310652

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir, tentang Partisipasi Masyarakat DalamsPembangunan Desa Pengalihan
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Latar belakang permasalahan dalam
penelitian ini adalah kurang nya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
Pengalihan dan kurangnya sosialisasi pemerintah Desa dalam pembangunan Desa.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskritif dengan pendekatan
kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah-untuk mengetahui partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data datam penelitian ini adalah Obesevasi,
Wawancara dan Dokumentasi, key informan dan informan berjumlah lima orang.
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator 1)
merencanakan pembanguna, 2) memikul beban pembangunan (swadaya masyarakat),
3) melaksanakan pembangunan_4) " mengawasi dan menilai proses dan hasil
pembangunan, 5) menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada di Desa,
setelah dilakukan penelitian, kelima indikator tersebut masih belum terlaksana
sepenuhnya. Faktor penghambat kurangnya partisipasi dan sosialisai, keterbatasan

anggaran, dan waktu yang tidak efisien.

Kata Kunci : Partisipasi,Masyarakt, Pembangunan, Desa



ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF TRANSFER
VILLAGE, KERATANG DISTRICT, INDRAGIRI HILIR

Ahmad Hidayat
177310652

This research was conducted in the Pengalihan Village, Keritang District,
Indragiri Hilir Regency, regarding Community Participation in the Development of
the Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regeney. The background
of the praoblem in this research is the lack of community participation in the
development of the Pengalihan Village and the lack of socialization of the village
government in“village development. This research was conducted by descriptive
research method with a qualitative approach. The purpose of this study was to
determine community participation in the development of the Pengalihan Village,
Keritang District, Indragiri Hilir Regency and to determine the supporting and
inhibiting factors of community participation in the development of the Pengalihan
Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The data collection techniques in
this study were Observation, lnterview and Documentation, five key informants and
informants. The results of this study concluded that community participation in the
development of Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency with
indicators 1) planning  development, 2) carrying the burden of development
(community self-help), 3) implementing development4) supervising and assessing the
development process and results, 5) accepting-and take advantage of the results of
existing development in the village, after the research, the five indicators are still not
fully implemented. The inhibiting factors are the lack of participation and

socialization, budget constraints, and inefficient time.

Keywords: Participation, Community, Development, Village
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

harapkan. angu ' [ suatu proses
pmberdayaan- ke asyarakat Yya a syarakat dapat untuk
mengdentifikas tuhannya ¢ : ; asyarakat sebagai
satu dasar

Partisipasi ma ang : )embangunan Desa

e Partisipasi uang adalah be partispasi untuk memperlancar usaha-usaha
bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
e Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta

benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
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e Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang di berikan dalam bentuk tenaga

untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu

program

kesatuan ya 3 i ang berwenang untuk
mengatur d

Dala ' indar ‘- -L :P_ 4 F 80 Ayat 1 dan 2
Ayat (1) ana ; -..::. haga dimaksud dalam Pasal

79 diseleng

Keritang, dimana memiliki jumlah penduduk terhitung pada Tahun 2020 berjumlah
7.625 jiwa atau sama dengan 4,541 Kepala Keluarga (KK), dengan mempunyai luas

wilayah lebih kurang 60 km* secara umum pembangunan di Desa Pengalihan
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Keritang ada cenderung belum begitu baik karena partisipasi masyarakatnya masih
terbilang sangat rendah.

Peraturan Mentri No 2 TAHUN 2016 Pasal 1 dan Pasal 2 yang di maksud:

Pasal 1

1. g saadat Tats ebut N nama lain,

sesuai.
Pasal 2
1.  Indeks desa membangun disusun untuk mendukung upayah pemerintah dalam
menangani pengentasan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa mandiri.
2. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa
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b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

3. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

a. Komponen Indeks Desa Membangun

berikut :

A. Kepala Desa
Bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan ,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatuntuk melaksanakan tugas

Kepala Desa juga memiliki fungsi sebagai berikut :
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1. Menyelenggarakan pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan Desa, pebinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, melakukan upayah perlindungan masyarakat,

motivasi

hidup,

maupun materil. Sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh segenap lapisan
Masyarakat.
Dalam partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran dana maupun bentuk

bentuk lain yang bermanfaat. Partisipasi Masyarakat dilakukan tidak hanya pada
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tahap Implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahap penyusunan
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Partisipasi Masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di Desa
untuk menempatkan masyarakat.sebagai subyek dan objek ‘pembangunan itu sendiri.
Partisipasi Masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan Masyarakat dalam
menentukan arah, strategi _dalam [ kebijakan, .kegiatan, memikul beban dalam
pelaksanaan kegiatan secara merata, partisipasi juga memberi sumbangan dan turut
serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekan kan kepada
hak dan kewajiban bagi setiap warga Masyarakat Desa.

Partisipasi = Masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang akan
dilaksanakan. Dimana apabila masyarakat tidak ikut sertakan sejak awal maka akan
sulit untuk mengajak  berpartisipasi secara penuh. Partisipasi Masyarakat Desa
Pengalihan dalam merencanakan pembangunan terlihat* melalui keterlibatan
Masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Penggunaan ADD untuk Pembangunan Insprastruktur pada Desa Pengalihan
yaitu sejumlah Rp.464.689.250, Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, diklat
Kepala Desa, diklat BPD (Badan permusyawaratan desa), bimtek pengadaan barang
dan jasa, pelatihan nasi uduk. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan
masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh
Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2003, h.12) kecenderungan primer
merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan

sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar
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menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada Desa
Pengalihan belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes. Sesuai
dari hasil penelitian terlihat bahwa, secara_ umum pembangunan di Desa Pengalihan
Kecematan Keritang Kabuapten Indragiri Hilir belum begitu baik karena masih
rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan Desa.

Bantuan yang dilakukan bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan
masyarakat untuk bergotong-royong dalam membangun Desa, dan sebagian dana ini
dipakai untuk operasional Desa, misalnya untuk Honorer Kepala dan Perangkat Desa
maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa yang menjadi penekanan utama.adalah prakarsa dan
swadaya masyarakat serta inspirasi masyarakat yang menjadi kunci utama
terlaksananya pembangunan, Desa. Pemerintah 1Kabupaten-Indragiri Hilir hanya
sebagai pembimbing, mengawasi dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar
proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Dari kecenderungan penurunan Kketerlibatan masyarakat untuk bergotong
royong dalam pelaksanaan' pembangunan..dan pemeliharaan hasil pembangunan
menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Pengalihan. masih belum mampu
melaksanakan fungsi Partisipasi sebagai suatu aspek penting dalam kemajuan
pembangunan yang membawa keberhasilan. Dengan demikian diharapkan oleh

Pemerintah, akan pentingnya menjaga hasil pembangunan di Desa.
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Desa Pengalihan juga didukung dengan dana Inbup dan ADD, lewat program
Inbup ini seharusnya semangat gotong royong dan swadaya yang selama ini

digelorakan oleh para pendahulu, bisa terus terjaga, sebab dana Inbup dan ADD ini

un 2017 tentang
pedoman pe pati Indragiri Hilir

Tentang A D diberikan kepada

Desa Untuk

A.

B.

C Permusyawaratan Desa
Tabel 1.1 Data Musre 7 ahun Desa Pengalihan Kecamatan
Keritang

Uraian Usulan Lokasi Vol/Satuan | Jumlah Pagu
M? Rp
Semenisasi Sd 010 Pengalihan 50 300.000.000
Kec. Keritang
Perkerasan Sirtu Desa Lestari 150 50.000.000
Drainase Sekitar Los Pasar 100 78.000.000
Pengaspalan JI. M Boya 450 700.000.000
Pembangunan Parit Sinar Pajar 20 500.000.000
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Mushola

Pembangunan Sumur
Bor

Dusun Baru
Pengalihan Keritang

1 Unit 200.000.000

Posyandu

Parit 8 Dusun Rasau
Kuning

5 200.000.000

W

N

SN A WNNNE

Rp 2.028.000.000

31,620,750,-

83,824,500,-

Rp 4,100,000, -

Rp 464.689.250

18
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PENYELENGGARAAN - Siltap  kades dan | Rp 402,900,000
PEMERINTAH DESA perangkat desa.
- Jaminan sosial ketenaga | Rp 2,880,000
kerjaan.
- Oprasional Rp 100,557,888

Rp 64,800,000

] ."9 319,000

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Desa Pengalihan Keritang bel dikarenakan banyaknya pembangunan

yang belum terselesaikan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan uraian diatas maka penulis

memiliki suatu keinginan melakukan penelitian pada Desa Pengalihan Keritang
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Kecamatan Keritang Kabuaten Indragiri Hilir, sehingga penulis tertarik dalam
mengambil judul penelitian yaitu :

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan pada Desa Pengalihan

:Bagaima
Pengaliaha

1.3 Tuju

LA

14

a. i masukan awPengalihan Kecamatan Keritang

. Sebagai perkembangan Pengetahuan Sosial khususnya Ilimu
Administrasi Negara.
c. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti lainnya dalam

melakukan penelitian pada kasus yang sama.
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BAB I1
STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1 Studi Kepustakaan
Studi kepustak

Dalam suatu penulisan nia atau sebuah penelitian di

mempunyai A : an kekuasaan dalam rangka
mencapai tuj a ano - 3 empit adalah kegiatan

atau aktivitas

bahwa, Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-
kumpulan manusia, y ang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama.

Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan Rakyat untuk
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mencapai tujuan organsasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan,

tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain. (C.S.T Kansil, 2000 : hal 91)

Menurut Syafiie (1998:18) limu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari

an benar. Dari

mempelajari da : 5 ; emerintahan ditengah-

tengah ma

Pemerinta __ :_ '1‘_ adalah semua badan organisasi yang
berfungsi men [ an da entingan manusia dan
masyarakat,

dan perlindu

dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut
bagaimana senyatanya.

Selanjutnya menurut Budiarjo (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan
yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan

dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujun untuk
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mewujudkan Negara berasarkan konsep dasar Negara tersebut.Organisasi berdiri

dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini merupakan kerja

sama antara pemerintah dengan Rakyat dengan tujuan yang sama.

In 2014 tentang
erintahan adalah
fungsi dalz ‘ a ‘ 3 ang meliputi  tugas
pengaturan,

indungan. (Bayu

Surianingrat

yang melaksanak Si menjale dang, yaitu sekelompok
orang Yyang , menyusun,
mengorganisasi, daya upaya
masyarakat/penduduk dala rangka mencapai tujuan Negara

yang telah ditetapkan.
Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut,
pemerintah mempunyain wewenang, guna wewenang dibagikan lagi kepada alat-alat

kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersama dikerjakan.
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Berkenan dengan pembagian wewenang tersebut, maka terdapatlah suatu pembagian
tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara. (C.S.T Kansil, 2000).

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa
kehadiran suatu pemerintahan merupakan menifestasi dari kehendak masyarakat yang
bertujuan” untuk™ barbuat baik bagi kepentingan masyarkat. . Definisi ini
menggambarkan bahwa pemerintahan sebagaisuatu ilmu mencakup dua unsur utama
yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi
termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut
kemanusian; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi
tidak hanya mencangkup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati
masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara
birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan yang aktif dalam hubungan
masyakat, permasalahan psikologi social dan sebagainya. (Riawan, 2009).

2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Fahmi, (2012) dalam ‘C.F Strong yang menyebutkan bahwa
pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan
kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu

yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Menurut Inu Kencan Syafiie, (2010) dalam W.S Sayre (1960) Pemerintah
dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan

dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya Davit Apter (1977), Pemerintah adalah
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suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk

mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyakut

kekuasaan paksaannya.

Negara Re

diarahkan q ) ju _' | n.~masyarakat melalui

Daerah Provinsi, Daerah Kabupate Daerah Kota mempunyai Pemerintahan
Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah menjalankan
Otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah oleh Undang-Undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemeintah Daerah adalah unsur

penyelenggaraan Pemerintaha Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau
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Walikota, dan Perangkat Daerah. (Ibid : hal 05). Pada pasal 18 a ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Hubungan Wewenang antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur oleh Undang-

keuangan, pelayana N 0E 33 an sumber daya
lainnya. Pada.Pa \ 3 1 menyebutkan bahwa :
“hubungan ke layanan u 1§ aya alam dan sumber

daya lainnya a emerintah pusat pemeri daera iatur dan dilaksanakan

local self rnme erada dalam kerangka sistem

local mempunyai wewenang u enyelenggarakan urusan rumah tangga
sendiri atas kebijakannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh
pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan
pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan

Perundang-Undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh peraturan pusat saja,
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namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah local yang mengurus
rumah tangga sendiri tingkat diatasnya

b. Local State Government atas pemerintah local Administratif dibentuk karena

arki kepegawaian,
utan dibantu oleh
n.oleh pemerinta pusat.

an oleh pemerintah

a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di
pemerintah pusat.
b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenagan pemerintah pusat

dilimpahkan kepada daerah otonom.
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c. Asas Dekosentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat

dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah

yang membantu kerja pemerintah daerah.

yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan
daerah tertentu oleh suatu Organisasi atau badan ahli khusus yang dibentuk
untuk itu.

Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai Dekosentrasi atau

ambtelyk), vyaitu Desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas
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Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh

peabat-pejabat Daerah iu sendiri.

2.1.4 Tujuan Pemerintah Daerah

al dengan salah satu
tujuan Negara.Kes esia yang terc am alinea keempat
Pembukaan jang-L ega esia Tahun 1945 vyaitu

Anugrah : 2017)

pemerintah Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam
memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (Asas Sentralisasi). Namun demikian
ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah

daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.
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Urusan pemerintah wajib dalam urusan pemerintahan yang termasuk dalam
fungsi kewenagannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Asas

Desentralisasi/Dekosentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan

kewenang 3 are OuSa : daerah  (Asas

Desentralise en : an dengan letak

yang sama nhamun penyampaiannye akukan melalui Gubernur. Instansi dan

perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksaan urusan pemerintah umum ini.
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2.1.6 Konsep Partisipasi

Secara harfiah, partisipasi berasal dari Bahasa Inggris “participation” yang

berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan

Menu , am Theresia dkk isipasi merupakan

keikutsertaan  ses alam kelompok st ambil bagian dari

dalam Solekhan, (2014 :9), yang mengatakan keterlibatan masyarakat dalam proses
pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil kegiatan dan ikut
serta dalam evaluasinya. Menurut Syahyuti (2006:153) menyatakan partisipasi adalah

proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan antara kelompok—kelompok
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sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan Lembaga —Lembaga jasa lain.
Dari ketiga konsep teori diatas dapat didefinisikan partisipasi adalah keterlibatan

masyarakat untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan adanya kesadaran terhadap

seseorang ) ‘sosial un agian dari kegiatan
masyarakatnyz Jar ' ata ( fesi <eikutsertaan tersebut,
dilakukan s

bersangkut

langkah-langkah dan peran

pembangunan.

Muhadjir dalam Singgih dkk (2014:27) menggolongkan partisipasi ke dalam

tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi



33

kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi

kebijakan, sementara partisipaasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.

Koentjoroningrat..dalam Singgih dkk (2014:27) menggolongkan partisipasi
masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelempoknya. Pertama, partisipasi
masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus; kedua, partisipasi anggota

masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

Menurut Isbandi Rukminto (2002:84) partisipasi masyarakat sebagai salah satu
pilar demokrasi dan value — basedsosial development merupakan hal yang penting
dalam diskursus komunitas berdasarkan dua konsep teori diatas dapat dijelaskan,
keputusan dari masyarakat untuk berpartisipasi mendorong pemerintah untuk
meningkatkan kapasitas pegawai/orang yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian
partisipasi masyarakat dijelaskan juga oleh Eko Sutoro (2005:56) adalah
keikutsertaan masyarakat dalam proses-‘pengidentifikasian masalah dan potensi yang
ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi
untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Beal dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81) menyatakan bahwa partisipasi,
khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya
ransangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses

perubahan sosial yang eksogen (exogenous change). Karakteristik dari proses
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perubahan partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (social network)
yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai

Pedesaan.
tombak ke
Menurut Si

mewujudka

oleh suatu

TR AE NN

o
b
g
=
3
=
=
E
=

e
@
3
=)
S
D
@
S
oy}
@
S

«Q
(2]
®

(Nation-Buil

adalah keikutsertaan masyaraka pengambilan keputusan (kebijakan),
pemanfaatan sumber daya manusia, pemecahan masalah yang berkaitan dengan
pembangunan desa. Dan kemandirian lokal mengandung arti bagaimana masyarakat
desa dapat memegang kendali penyelenggaraan pembangunan dan menentukan

sendiri keputusan yang dianggap penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
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Berikut ini dikemukakan beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam

proses Pembangunan Desa Wahjudin, 2004 dalam Nurman (2015:251):

Partisipasi dalam._praktek yang sederhana _telah lama terbangun dalam

uath
QD
=)
«
[
o
QD
-
~—+
@D
=
o
2

HRALND

asyarakat secara

51, kerja sama dan

-

mekanisme pela yarakat sebagai pemilik dan

L .
g
pengguna pelayanan itu.
Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok
masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari

solusi secara bersama.
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f. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan
program yang lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial
dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya.

g. sama dalam program

h. nerima bahwa

an dan harapan

. sehatan, ekonomi,

ecahkan dengan
ok sasaran dalam

Menurut Tjokroa odjo (2 eNng : i artisipasi  masyarakat,

1.

2.

3.

Selanjutnya menurut Kaho (2003:127) mengatakan empat jenis partisipasi

1.

2.

masyarakat, yaitu:

Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Partisipasi dalam pelaksanaan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

37

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4.  Partisipasi evaluasi

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81)

r

FCA R M kN

% )
ﬂ‘
<

partisipasi masya

tanggung jawab masya /a. per pangunan yang bertujuan untuk

. o gl |
memperbaiki mutu hidup mere elalui partisipasi yang diberikan, berarti
benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut

keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.
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Mardikanto dan Soebiato (2013:83) akhirnya menyimpulkan bahwa partisipasi
ata peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan

secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun

pengendalian

kegiatan yang

dicapai. ukakan tentang
adanya e asyarakat dalam
pengambila dan evaluasi, serta
partisipasi

a)

‘&bn ng mencerminkan keinginan

dan kebutuhan masya partisipasi masyarakat dalam

at ¢ .
| \ LI 2 |
pembangunan perlu ditumbul pukanya forum yang memungkinkan
masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan

tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b)  Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan.
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai
partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela

menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan

aya) dalam banyak hal

). .
angL idak dituntut
%

d) Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipaasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur
terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk

memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil
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pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil

pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu

berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

seringkali masy asaran j at dari setiap manfaat
dari setiap embangunan se - ga hasil pembangunan

yang dilaksz

Menerima dan memanfaatka pembangunan yang ada dikampung/ pekon/

kelurahan nya masing-masing.

Selanjutnya Dusseldorp, dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:84)
mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh

setiap warga masyarakat dapat berupa:



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

41

(1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
(2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
(3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan
(4)
(%)
(6)
ri tingkatan atau
tahapan p
1.
2. senagai pendengar
Jak terlibat dalam
3. lam arti memberikan
serta, mengembangkan
4. alam arti tidak sekadar ikut dalam

pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam

pelaksanaan kegiatannya.
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5. Memberikan dukungan (supporting independent community interest) dimana

kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain

untuk mengembangkan agenda kegiatan.

atau bangsa secara
menyeluru yang merupakan
rangkaian ang dilakukan secara
sadar oleh s itas dalam rangka
pembinaan mengandung beberapa

pokok pikira

1. Pemban . harus dilaksanakan

secara te ka waktu, biaya, dan

e
=d

hasil tertentu

2.  Pembngunan ada & secara sadar dan merupakan

Q&\\\

hasil pemikiran sampai pac

onalitas tertentu.

3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana

4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk menemukan cara
hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju serta dapat menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi atau iptek.
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5. Pembangunan mempunyai tujaun yang bersifat multidimensional, meliputi

berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, teutama aspek politik, ekonomi,

sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.

ara umum, administrasi

“ ‘ ‘.m““% .&a pelajari - sistem

ecara garis besar alur

uk memecahkan
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Gambar 11.1 Kerangka Pikiran

Pemerintahan Desa
pengalihan

85)
ada lima
menunjukan

masyarakat
kegiatan

bebhan

dan

menilai proses dan

hasil pembangunan

. Menerima dan
memamfaatkan hasil

Modifikasi Penulis, 2022
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Table 11.2 Konsep Oprasional

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

Konsep Indikator Sub Indikator
Menurut Madrie | 1. Merencanakan - Untuk mendukung koordinasi
dalam Mustafa Pembangunan antar pelaku. pembangunan
(2014 : 85) ¢ w.menjamin  terciptanya
mengemukaka onisasi dan sinergi

engoptimalkan
é anmasyarakat

kegiatan
pembang
tercapainya
daya secara
adil.

A

-
L L LU

emampuan atau potensi yang
dimiliki masyarakat dapat
memperkuat, mengembangkan
dan mengelolah sumber daya
alam yang ada

3. Melaksanakan - Pembangunan manusia
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pembangunan - Pembangunan ekonomi
Pembangunan prasarana
4. Mengawasi dan | - Untuk menjamin terlaksananya
menilai  proses program dan proyek agar sesuai
dan hasil dengan target dan rencana yang
apan balik terhadap

< ' m dan proyek,
S *’% e
pemangku

ebih banyak
".b? program dan

Jrogram  dan
pertanggung
naan  dana

telah
dapat
sebaik

IS0

\ )

et

Sumber : modifi
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Peneli

.% ‘ “Rm%\“ .&a eskritif dengan

menggnakan" | : A ‘ n ilmiah yang
menkanka raln S cara description
dalam ben 1 de ahasa 3 @jf 5us yang alamiah
dan deng
6). Menur e i ’-_ .; : enelitian  kualitatif
ini  bermaksud 'n irka 3 an - dilakukan dengan

melbatkan wawancara dan

memilih lokasi tersebut karena Desa Pengalihan Keritang merupakan Desa dengan
letak strategis dengan jumlah penduduk 7.625 jiwa dan dari Kecamatan Keritang
Desa Pengalihan berada pada jalur lintar Timur Indragiri Hilir — PekanBaru, Jambi.

Ramai dan padat penduduknya menjadi daya tarik tersendiri untuk penulis sehingga
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tentunya perlu ditingkatkan Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan Desa menjadi
lebih maju.

3.3 Informasi Penelitian

Infoirmasi indijadikan a, dalam penelitian ini
ditentu ampling (bola
salju) a ﬁl@gﬁﬁr&dswm da awalnya jumlah

N Riq

sumber d itu r‘% ta yang lengkap
(Sugiyono,
Tabel Il1I. ' Inf an ntang Partisipasi
Masyarak . gun esa I matan Keritang
Kabupaten = 3 =
No abatan = 3= In n Informen
1 | Kepal t man
2 | Kepala man
3 | BPD( bang an
4 | Kaur forman
5 | Masyara 2 n an
Sumber Modifikasi
3.4 Jenis Dan DT

3.4.1 Jenis Da

Adapun jenis data ya i nakan adalah jenis data kualitatif.

Dalam buku (Sugiono, 2003 : 14 ), penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk
data, kalimat, skema, dan gambar, yang menggambarkan atau melakukan secara
sistematis, actual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki

peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informasi.
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3.4.2 Sumber Data
Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fata- fakta yang

ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarnya, relevansi dan

narasumber yang

nALN I
[

LA
|\

~ 5
F 4

dak ‘1 sung memberikan data

=
.',

dalam mengumpulkan data atau informasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui
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penglihatan, peraba, dan pengecap (Ari Kuntor, 2002:133). Dimana dalam penelitian
ini, peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung.

2. Wawancara

dua oran ver, sedangkan

ALY

)
5
Q
3
@
>
Q
2.
c
S
)
5

5 jawaban tersebut

©
@D
=
—t
QO
2
o8]
jab)
>

kan tanya jawab

3.6 Analisa Data
Analisi data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian
menjdi data, dimana data yang diproleh dikerjakan dan dimamfaatkan sedmikian

rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun
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hasil penelitian. Mneurut (Ulber, 2010; 339), teknik analisis data terhadap bebrapa

kompnen yaitu :

a. Redukasi Data

pengumpulan data selanjutnaya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan
pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan meripukan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan

kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari
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makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan
diproleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat adalah berdasarkan

penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu

n. tersebut adalah hasil
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis dan Demografis Desa Pengalihan

erah datar dan
sebelah Barat
IbuKota Kece fang, ¢ a Ka n-Indragiri Hilir, 150
Km dari Ib

Desa ini d h berbagai macam as daerahnya mencapai

a. Pebagian wilayah
Wilayah Desa Penglihan dibagi menjadi 8 Dusun yaitu : Dusun Enau dan
Dusun Baru, yang terletak sebelah timur Desa Pengalihan yang berbatas
dengan Kecematan Kempas Jaya. Dusun Rasau Kuning dan Dusun Susupan

terletak sebelah Utara Desa Pengalihan yang berbatasan dengan Kecematan
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Pekan Tua, Dusun Lestari dan Dusun Cahaya yang terletak di Wilayah Desa

Pengalihan. Dusun Putat dan Dusun Setulu yang terletak disebelah Selatan

Desa Pengalihan berbatasan dengan Teluk Kelasa dan Desa Pancur

50.76%

Jumlah ‘I’. ~ 100%
Sumber : Kantor Desa Pengalih m . atan.Keritang Tahun 2016
@

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pengalihan yang
berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 3.548 jiwa atau 49,24%. Sedangkan yang
berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.657 jiwa atau 50,76%. Jadi penduduk Desa

Pengalihan dilihat dari jenis kelaminya masih banyak perempuan dipada laki-laki,
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adapun jumlah penduduki Desa Pengalihan Kecematan Keritang berdasarkan tingkat

umur yaitu :

Tabel 1V.2 Jumlah Pen

duduk Berdasarkan Umur

No Persentase
1
2
3
4
5
Sumber D3
Dari tabe af 1k engalihan Kecamatan
Keritang yang te 1k ant 3 tah ang atau sebanyak
7.99%, um 0, umur 7-13 tahun
berjumlah 1 ebanyak 14.62 mur 14-16 be lah 439 orang atau
sebanyak 6.09%, dé 3 13 orang atau sebanyak
63.06%.
Keadaan s0Siz S 3 domisi oleh berbagai
macam susku sep r, Minang, dan lain-lain.
Hal ini membuat masy. mukan dan mengenal karakter

suku bangsa lain dan saling meng enghargai didalam kehidupan sehari-hari
dalam mewujudkan kehidupan rukun dan damai. Jumlah penduduk Desa Pengalihan
7.205 jiwa, terdiri 3.548 jiwa laki-laki dan 3.657 jiwa perempuan serta 1.924 kepala

keluarga.
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4.2 Struktur Organisasi Desa Pengalihan
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan program-program

yang ada di Kecematan Keritang dan letak Desa Pengalihan yang tidak jauh dari

Kecematan Keri s berkembang, dimana

\ H
‘\‘ .a@ alui pemilihan
yang dipilihn. ; ﬁsnip‘sewm : ’ akan tugasnya

Desa te
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4.3 Pendidikan dan Keagamaan

4.3.1 Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM), ditemukan oleh keahlian seseorang dalam

menguasai suat I t lian, maka diperlukan
pendidi g I b I pendidikan di
Desa P ' adai " dili udukan yang ada,
Qi
Khususnya yan a kan diproleh, jumlah
lembaga pendi at
Tabel 1V.3 Sar —
No na pendidik o mlah
1 | Tam = 2 Nk 7
2 [sD & SRS == 12
3 | Mad I i\ =S\ == 5
4 | SMP | 1
5 | Madrasa T, iyah | 4
6 | SMA/ | 2
7 | Madra 1
8 | Pondo - 1
33
Sumber Data: K an Ke ahun 2016
Dari tabel diatas an sudah terpenuhi. Seperti
yang terlihat dalam tabel, il KanakKanak (TK) ada 7, Sekolah

Dasar (SD) ada 12, Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 5, Sekolah Menengah Pertama
(SMP) ada 1, Madrasah Tsanawiyah (MTS) ada 4, SMA/SMK ada 2, Madrasah
Aliyah (MA) ada 1, dan Pondok Pesantren ada 1. Jadi jumlah fasilitas sekolah

seluruhnya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang berjumlah 33 buah.
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Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang klasifikasi pendidikan masyarakat

Desa Pengalihan dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak di

Desa Pengalihan adalah tamatan SMA/SMK sebanyak 647 jiwa atau 32,3%
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Mayoritas penduduk beragama islam. Hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal

di Desa Pengalihan ini sebagian besar adalah pribumi.

Kecematan Keri nut a
pada ta
Tab W%nw
No
1 |1sl
2 | Kr
3 | Katoli
4 | Ko
5 [Hin | p=
6 | Bu . = sl =
Sumber Data : t sa Pengalihan Kecemat
Dari ta lih
mayoritas be m Q‘rjn
ANBAR
dusun mempu u
upacara-upacara peri ar
o L]
tempat pertemuan S
masyarakat dalam rangka u aikan

Masyarakat Desa Pengalihan

am hal ini dapat dilihat

m ersentase
100%

100%
n 2016

esa Pengalihan adalah
rlihat hampir setiap

ai tempat ibadah dan
ushollah juga sebagai

permasalahan yang ada di

Jumlah sarana ibadah di Desa Pengalihan dapat dilihat dari tabel bawah berikut :

Tabel : 1V.5 Sarana Ibadah di Desa Pengalihan

No Sarana ibadah Jumlah
1 | Masjid 20
2 | Musholla/surau 61
3 | Gereja -
4 | Pura/wira -
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\ Jumlah | 81 \
Sumber Data : Kantor Desa Pengalihan Kecematan Keritang Tahun2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat ibadah lebih dominan oleh masyarakat

Kondisi sosial dan adat-istiadat masyarakat Desa Pengalihan sangat mewarnai
kehidupan sehari-hari mereka. Namun, mereka tetap saling menjaga adat yang
dimiliki dalam acara seperti pernikahan, khitanan, santunan anak yatim, agigah,

kematian, hari-hari besar agama islam dan lain-lain. Masyarakat Desa Pengalihan
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mengutamakan tokoh-tokoh agama atau orang yang disegani dalam rangka
menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.

4.4.2 Ekonomi

Dalam kehig N penting. Lancer atau

pertanian, namun ada : _ : ekerja bar Junan, pedagang,
pegawai da

4.5 Visi da

mewujudkan Kinerja yang baik.
c. Dapat menimbulkan inspirasi dan siao menghadapi tantangan.
d. Menjabatani masa kini dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
e. Gambaran yang dealitis dan kridibel dengan masa depan yang menarik.

f. Sifat tidak statis dan tika selamanya.
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Dalam upayah mewujudkan harapan dan aspirasi stakholders serta melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa Pengalihan adalah :

“Menjadikan Desa Pengalihan Menjadi Desa Makmur dan Sejahtera Yang

pemerintah,
Adapun Misi_Desa yalihan < mendul . isi yang tersebut

diatas :

Pembangunan bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

g. Pembangunan bidang sosial budaya.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

64

baran yang signifikat

a dibutuhkan

ini maka penulis

, BPD (Badan

an. Keritang, Adapun

enis kelamin dapat

Identitas in untu
antara
untuk m W'tms IS
E\N MMRQ
Untu h:’ alg
melakukan
Permusya
identitas in is*'pab : Qéfa I dalah berdasarkan
jenis kelamin i n, us form , 'pe:ndj n.
5.1.1 Ildentita or is Kelamain
Berdasa enﬂ t r
- KANBA
dilihat pada ta ‘AT
Tabel V.1 Id rma or Berdasarkan Jenis
Kelamin
No Jenis Kela a resentase (100%o)
1 Laki-Laki 100%
2 Perempuan 100%
Total 100%

Sumber : modifikasi penulis 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan

yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa),
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Kaur,TPK (Tim Pelaksana Kerja), Masyarakat Desa Pengalihan Keritang. Maka
dapat disimpulkan yaitu laki-laki berjumlah 6 orang dengan persentase 100% dan

perempuan berjumlah 0 orang dengan persentase 100% dan total 6 orang.

keputusa : ak h i ; perpengaruh dalam
tingkatan 0rma g se gan ke elitian ini, akan
mempermuda at  analisi lerhadap peryataan
wawancara yar an dia “guna memp sesuai dengan yang
peneliti bu

yaitu sebaga

resentase (%0)
10%
0%
30%
0%
60%
100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat"key informan dan informan yang terdiri dari
Camat, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur, TPK dan
Masyarakat Desa Penglihan. Dengan kriteria umur 20-25 tahun berjumlah 1 orang
dengan persentase 10% , umur 26-30 berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, umur

31-35 berjumlah 2 orang dengan persentase 30%, umur 36-40 berjumlah O orang
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dengan persentase 0% dan, umur 41-60 berjumlah 3 orang dengan persentase 60%.
Dengan total 5 orang dan persentase 100%.

5.1.3 lIdentitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat

Pendidi
i g pola piker
seseoran ingkah lm rtanyaan yang akan
}\\\I wf?@
diajukan. ‘ﬂ} aﬁ’l gkat pendidikan
yang pern tabe ngkat pendidikan
informan .
Tabel V.3 Inff;bf dai:f”_- sarkan Tingakat
dika — -
No Pe tase(100%o)
1 | Sekol ) -
2 | Sekol ah P, ) - -
3 | Sekelo K 40%
(SMAY ANBR
4 | Strata S 60%
5 | Strata Du -
B 100%
Sumber : Modifikas li
Berdasarkan tabel t dik wa key informan dan infoorman

yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur,
Masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tingkat

pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA/SMK) berjumlah 3 orang dengan
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persentase 40%, tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 3 orang dengan
persentase 60%, dan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 0 orang dengan

persentase 0%. Dengan total 6 orang dan persentase 100%.

yang menu gunan yaitu :

1.

2.

3.

4.

5. dikampung/ pekon/
merupakan unsur

terpenting yang Sering te 13 bangunan adalah untuk

memperbaiki mutu hid asyaraka an sehingga pemerataan hasil

pembangunan merupakan tujua Di samping itu, pemanfaatan hasil
pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu

berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.
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5.2.1 Merencanakan Pembangunan
Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka

sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat di uraikan

Perencanaan,

nan Desa

Pemangunan Desa sebagai dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib
meyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy
Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada

tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan :
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“ Kantor Desa Pengalihan Keritang,perencanaan diawali dengan musyawarah
dusun, dan untuk sebuah penganggaran perlu adanya pengesahan dari RKP
(Rencana Kerja Pemerintahan Desa) agar terlaksananya sebuah pembangunan
untuk Desa”

Berdasrkan waw

ara diatas menjelaskan bahwa.partisifasi masyarakat dalam

)

diselenggarakan

perencanaan

dengan lam penyusunan

perencanaa emangunan a sebagal pada ayat (1),

pemerinta perencanaan
pembanguna
Selanj a peneliti : e N kepada Bapak
R . | ; :
Usman.S.Ag ¢ a Des: an : gal 22 Februari 2022
jam 09.45 WIB
“perencanaan Pe eS3 amnya MUSDES Sebagai
salah satu Dbe ) yang di awali dengan
musyawarah Dusu ‘ di ajukan di Musrembang dari
situlah asal usul kete canaan pembangunan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat

(1) perencaan pembangunan Desa sebagaimanan dimaksud dalam pasal 79
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diselenggarakan dengan mengikutsertaan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam
penyususnan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pembangunan D
Abang Rizal.SE

selaku BPD De an Keri al 2 2022 jam 09.45 WIB

g, harus lebih
, memperhatikan

masyarakat dalam pe |ing ials: ah sesuai dengan
peraturan U
perencanaan 1 yang  dimak ‘1’ 9 diselenggarakan
dengan aka ) dalam penyusunan
perencanaan Pema a pada ayat (1),
Pemerintah  Desa musyawarah  perencanaan
pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Tamrin
selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB

beliau mengatakan bahwa :

“pelaksanaan pembangunan di sertai dengan adanya musyawarah desa dengan
tujuan melaksanakan pembangunan desa”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan

peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun pasal .80, ayat 1 dan 2, ayat (1)

|~

pada Bapak Herianto

taatay

n, pemerintah desa,

tidak sesuai dengan peraturan . ang Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat
1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat

(2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Sulaiman

ggaraan, agar

masyarakat de : : 3 ang berperan karena

Pemerintah ngalihan kurang akuka epada masyarakat dan

5.2.1.2 Mendukung C Dalam Perencanaan

Pembangunan

Dalam penelitian ini, menujukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa Pengalihan Kecematan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
dalam melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan peraturan Undang-Undang

Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) Perencanaan Pembangunan Desa
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sebagaimana Dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan
masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan

Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan

itu Pak Rudy

Fahmi.T tenta atan. pé n pem nan.,De alihan Keritang pada
tanggal 20 fek W -

ic .( mk ’2\ a aca akatan antar BPD

: (Rancangan

h’i "] enengah) tente ‘ 1a.dalam perencanaan

perancangan pe A : g an an Undang-Undang
Nomor6 Tah 3 3 : (1) perencanaan
pembangunan Des pasal 79 diselenggarakan
dalam penyusunan
perencanaan Pemangunan Seba a dimaksud pada ayat (1),
pemerintah  Desa  wajib  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan

pembangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak

Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 22 Februari 2022

jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

mbaur dalam sosialisasi

S

“selalu me asukan da i
SRR e
ahwa partisifasi
sesuai dengan
dan 2,ayat (1)
lalam pasal 79
Ayat (2) dalam

aksud pada ayat

laksanakan dan transparan5|

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1)

perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79
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diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

tara masyarakat
g di harfkan baik

masyarakat ; _ :‘- . i : sudah sesuai dengan
peraturan U
(1) perenc
diseenggarak i 3 sa. Ayat (2) dalam
penyusunan Peencanaa dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah ol arakan usyawarah perencanaan
pembagunan Desa.

elanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Herianto
selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April
2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Untuk mendukung sebuah kordinasi dalam pembangunan pemerintah dan

masyarakat harus mampu bekerja sama dalam sistem baur membaur untuk
sebuahpembangunan di desa”



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

76

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena

Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

)

ana  dimaksud

dalampass

W
E

(2) dala
pada aya
perencanaa

Selan

AN BT

2 “\‘3
8
Q
-
=}
=y
QD
[e}]
>
Z
3

=
|
=~
D
>S5
o
)
=
s
D
e}
D
=
2.
—
&,

tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun2014 pasal 80 ayat 1
dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Dea sebagaimana diamskud dalam
pasal 79 diselenggarakan dengan megikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2)

dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa seagaimana dimaksud pada
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ayt (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perncanaan

pmbangunan Desa.

5.2.2 Memikul Beban Pembangunan

untuk me uatu perencana.

SECSN A T

Pembangu usaha yang lebih

rasional de . ) - ; ng belum atau baru

Masyarakat Dalam

ilir, dalam melakukan

sebagaimana dimaksud dalam pasa diselenggarakan dengan mengikutsertakan
masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaa n Pemangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan

musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
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Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy

Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada

tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

erdasrkan peraturan
dan 2, ayat (1)
prencanaan dalampasal 79
diseenggara g engikutsertakan n esa, ayat (2) dalam

penyusunan - pere : a : Desa  sebagaimana

dmaksud p : 2 ' g arakan musyawarah

“dengan memberikan informasi yang jelas dan adanya masukan-masukan
keritik dari pemerntah desa dengan tujuan pengembangan swadaya
masyarakat desa”’

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi

masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan
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peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2,
prencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79

dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.. Ayat (2) dalam

ik atau masukan-
mberikan umpan

dselenggarakan danga

& arakat Desa. Ayat (2) dalam
‘\\‘“

penyusunan perencanaan pe

a sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

Pmbangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Tamrin
selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB
beliau mengatakan bahwa :

“memberikan informasi-dan tepat untuk mengemangkan potensi swadaya
masyarakatmya,’

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa Partisifasi
Masyarakat Dalam Pembanguna Desa PengalinansKeriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 paal 80 ayat~1 dan 2, ayat (1)
prencanaan _Pembangunan  Desa sebagalaman  dimaksud dalampasal 79
dselenggarakan ~ dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagalamandimaksud pada ayat (1),
pemerntah Desa wajib enyelenggarakan perencanaan Pemabngunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Herianto
selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja)/Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April
2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“mengembangkan swadaya masyarakat dengan cara memberikan lapangan
pekerjaan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena
Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan
tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80

ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
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dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat
(2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pda

ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

msyarakat am pe 1 Desa Pengaliha ang berperan karena
Pemerintah De engalihan ku elakukan : epada masyarakat dan

tidak sesuai an pe § 014 Pasal 80 ayat

Desa.

5.2.2.2 Kemampuan Yang Dimiliki Masyarakat Dalam Memperkuat

Pembangunan Dan Mengelolah Sumber Daya Alam Yang Ada
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Dalam penelitian ini, menujukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa Pengalihan KecematanKeritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam
melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 80 ayat- 1 dan 2, ayat (1) perencanaan
pmbangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan
dengan ' mengikutsertakan _. -masyarakat:| [Desa. Ayat (2) = dalam penyusunan
prencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah

Dsa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy
Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada

tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“menyesuaikan dengan karkter masyarakatnya didesa tersebut, apakah bisa
menggunakan sistem tersebut dengan karakter masyarakatnya

Berdasrkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisifasi masyarakat
dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecematan keritang dalam melakukan
perancangan pembangunanswadaya Masyarakat sudah berperan berdasrkan peraturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 pasal 80ayat 1 dan 2, ayat (1) prencanaan
Pmbangunan Desa sebagaimana Dimaksud dalampasal 79 diselenggarakan
dengan  mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pmerintah

Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak

Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 22 Februari 2022

jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

wa partisifasi

79
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
msyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1)

perencanaan pembangunan Desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 79
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diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1),

pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan

‘j;
eri

’Q

.\E\"*\\é\%\‘

Berda

msyarakat
peraturan U

prencanaan

Selanjutnya peneliti melaku cara lanjutanan kepada Bapak Herianto
selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April
2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”kemampuan yang dimiliki desa pengalihan dimana mayoritas petani sehimgga
lebih ke sistem jual beli kelapa sawit”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena

Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

tidak sesuai dengan peraturan Und g Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayt
1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebgaimana dimaksud
dalampasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Ayat (2) dalam peyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
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dmaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
prencanaan pembangunan Desa.

5.2.3 Melaksanakan Pembangunan

asyarakat Dalam
Indragiri  Hillir,
peraturan Undang-
dan 2, ayat (1)
prencanaan

dalam pasal 79

dselenggarak. : ertaka esa. Ayat (2) dalam

(1), pemerintah 2 3 musyawarah  perencanaan

pmbangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy
Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada

tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan
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“memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan memiliki tingkat pendidikan
yang tinggi di desa pengalihan keritanguntuk sebuah pelaksanaan
pembangunan”

Berdasrkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisifasi masyarakat

penyusunan pere a . anguna esa sebagaiamana

dmaksud pada . erintah Desa w3 s garakan musyawarah

prencanaan

ah tenaga kerja yang
kebudayaan, dan adat

masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat
(1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79

dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
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penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah Desa  wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pmbangunan Desa.

ndisi masyarakat,
ratur/staf desa”

bahwa partisifasi
masyarakat = da " _, C | ah sesuai dengan
peraturan Unda mor 6 Tahun 2 ‘ yat 1 dan 2, ayat
(1) perencana mba 2S¢ A : dalam pasal 79
dselenggarake nengikutsertaka : sa. Ayat (2) dalam
penyusunan . : : 1ana dimaksud pada ayat

(2), i s yawarah perencanaan

selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB
beliau mengatakan bahwa :

“Dimana dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang banyak, banyaknya suku
budaya yang ada di desa pengalihan dan jumlah tenaga kerja yang cukup ”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan

peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat

ayat 1 dan 2, ayat (1) perenca pangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa.
Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana
dmaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah

prencanaan pembangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Sulaiman
selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam

14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

memiliki  usaha
desa pengalihan
dhwa partisifasi
berperan karena
ada masyarakat dan
tidak sesual der aturan L g DM 2014 pasal 80
ayat 1 d : aimana dimaksud
dalam pasal 79 dise al : ; gikuts yrakat Desa. Ayat

(2) dalam / : : bagaimana dimaksud

Dalam peneli ‘15» artisipasi Masyrakat Dalam

QQ‘\\

Pembangunan Desa Pengalihar

ang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam
melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan
pmangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dngan

mngikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan
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Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa

wjib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian_ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy
Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada

tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“mayoritas masyarakat desa penglihan Keritang untuk.sebuah ekonomi,
masyarakatnya memiliki penghasilan dari perkebunan kelapa sawit ”

berdasrkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisifasi masyarakat
dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecematan keritang dalam melakukan
perancangan pembangunanswadaya Masyarakat sudah. berperan berdasrkan peraturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat~1 dan 2, ayat (1)
prencanaan ~ pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79
dselenggarakan dengan mengikutsertakan _masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Swadaya Masyarakat Desa sebagaimana
dmaksud pada ayat™ (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan msyawarah

prencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak
Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada Tanggal 22 Februari
2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“koprasi, sektor perdagangan,pelaku usaha petani, potensi ekonomi,

menunjukan suatu kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh

suatu daerah/wilayah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna
memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan

peraturan Undang-Undan asal 80 ayat 1 dan 2, ayat

engan Abang Rizal.SE

2022 jam 09.45 WIB

“pembangu % j 1, : , Insprastruktur yang baik
seperti akses ang. ke silits ang memadai seperti,

(1) perencanaan pembangunan De ebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pmbangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Tamrin

selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB

beliau mengatakan bahwa :

penyusunan  perencanaa - :'_ ; dimaksud pada ayat

(1), Pemerinta : )Y awarah perencanaan

pmbanguna

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena
Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 80
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ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagimana dimaksud
dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat

(2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud

masyarakat da , na desa pengalihar : berperan karena

Pemerintah Desa Pengali ] me sosialisasi kepada masyarakat dan

ajib  menyelenggarakan musyawarah
prencanaan pembangunan Desa.

5.2.4 Mengawasi Dan Menilai Hasil Pembangunan

Pengawasan yang dijeRobert J.M Okclear berikut ini telah menjelaskan unsur-

unsur isensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan
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standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi,

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan

sebelumnya

’emangunan Desa

menyelenggarakan

“untuk sebuah pembangunan, yang ada di desa pengalihan sudah cukup baik
untuk program-program pembangunanya”

berdasrkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisifasi masyarakat
dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecematan keritang dalam melakukan

perancangan pembangunanswadaya Masyarakat sudah berperan berdasrkan peraturan
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1)
prencanaan pembangunan Desa sebgaimana dimaksud dalam pasal 79

dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam

pertama memiliki
alu memperhatikan
n dapat berjalan

dselenggarakan dengan ngik aka S Desa. Ayat (2) dalam

penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pmbangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan dengan Abang Rizal.SE
selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB

beliau mengatakan bahwa :

“selalu_mengawasi setiap pembangunan dan. selalu memperhatikan jumlah
penggunaan. dananya cukup atau tidak untuk sebuah pelaksanaan
pembangunan yang akan diselenggarakan ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas /dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat
(1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79
dselenggarakan. dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan  perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Tamrin
selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB
beliau mengatakan bahwa :

“untuk pembangunan perlu adanya.sebuah pengawasan dari pemerintah desa
agar pembangunanya berjalan'sesuai yang di harapkan dan sesuai target ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat

(1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79
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dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pmbangunan De

emerintah desa
pembangunan,

masyarakat dalée s Ina de: : il arie rang berperan karena
Pemerintah Desa Pengali da masyarakat dan

tidak sesuai an pera ; ang [ Fahun 2014 pasal 80

prencanaan pembangunan Desa.
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Sulaiman
selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam

14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :
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”mampu bersama BPD untuk mengawasi proyek ada di desa agar sesuai target
yvang di harapkan pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi

masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena

Undang Nomor 6 Thaun 20 al 8 at 1 dan 2, ayat (1) perencanaan
Pmbangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan
dngan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan prencanaan
Pmangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa

wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
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Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy
Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada

tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“unruk-sebuah dana dari pemerintah desa, kewenangan dana tersebut tidak
untuk di pertanggungjawabkan oleh desa, mempertanggung jawabkan dana
desa dan menjadi tanggung jawab penuh desa”

berdasrkan wawancara " diatas” menjelaskan bahwa partisifasi masyarakat
dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecematan keritang dalam melakukan
perancangan pembangunanswadaya Masyarakat sudah berperan berdasrkan peraturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1)
prencanaan  pembangunan Desa sebagaiamana -dimasud  dalam pasal 79
dselenggarakan = dengan engikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan pembangunan Swadaya Masyarakat Desa sebagaimana
dmaksud pada ayat (1), /pemerintah Desa~wajib menyelenggarakan musywarah

prencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya * peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak
Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada Tanggal 22 Februari
2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“mampu, karena dapat meningkatkan punsi sumberdaya yang ada di desa

pengalihan keritan, dengan potensi yang ada, seperti banyaknya para petani,

para pedagang, dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga masyarakat desa
dapat bersaing dengan desa-desa lainya”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan

peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat

at bertanggung jawab
dengan kebijakan

(1) perencanaan pembangunan De ebagaimana dimaksud dalam pasal 79
dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan pebangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pmbangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Tamrin
selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB
beliau mengatakan bahwa :

“tanggung jawab desa atas.dana public.dapat di pertanggungnjawabkan untuk
sebuah pembangunan mendatang tentang pengembangan sebuah desa ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan.skeriang sudah sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1~ dan 2, ayat (1)
prencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79
dselenggarakan = dengan - mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam
penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah Desa wajib . menyelenggarakan ~musyawarah perencanaan
pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukanwawancara lanjutanan kepada Bapak Herianto
selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April
2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“untuk sebuah pembangunan yang berasal dari dana public sebagai dana

bantuan pembangunan, pemerintah.. harus bertanggung jawab dalam

menggunakan dana public tersebut”™

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena

Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80
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ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dmaksud
dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat

(2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada 1 ajik nggarakan  musyawarah

ebijakanya iyalah

masyarakat dala ¢ eriang kurang berperan karena

Pemerintah Desa'F NG a kepada masyarakat dan

ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pmbangunan Desa.

5.2.5 Menerima Dan Memamfaatkan Hasil Pembangunan
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pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir
proses pembangunan menhendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti

perubahan (growh plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke

O
2

wpuatl

-

Hilir, dalam

Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada

tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“pembangunan yang telah terlaksana di desa pengalihan dan sudah di
mamfaatkan dengan baik oleh masyarakat iyalah pembangunan,
insprastruktur
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berdasrkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisifasi masyarakat
dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecematan keritang dalam melakukan

perancangan pembangunanswadaya Masyarakat sudah berperan berdasrkan peraturan

79

iy disay yejepe il udwnyo(]
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(1) perencanaan pembangunan Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 79
dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam

penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan dengan Abang Rizal.SE

mck
pembangunan

peraturan ; ang ahun . Sa at 1 dan 2, ayat
(1) perencanaa an esa sebagaima dalam pasal 79

dselenggar 2Nga ertak A esa. Ayat (2) dalam

beliau mengatakan bahwa :

“pembangunan yang telah terlaksana di desa pengalihan keritang iyalah
pebangunan sumur bor,penimbunan jalan,wc umum,irisasi,kantin pasr desa
pengalihan”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisifasi
masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan

peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat

Ja Bapak Herianto

ada tanggal 05 April

pembuatan

bahwa partisifasi

ayat 1 dan 2, ayat (1) perenca pangunan Desa sebagimana dimaksud
dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa.
Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana
dmaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musywarah

prencanaan pembangunan Desa.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutanan kepada Bapak Sulaiman
selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam

14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

% @ sudah t_erlaksana yaitu
\\f‘* T

..’ wa partisifasi
‘ berperan karena
a masyarakat dan
tidak sesua aturan Undang al 2014 pasal 80
ayat 1 da agaimana dimaksud
dalam  pas masyrakat Desa.
Ayat (2) esa Ssebagaimana

ggarakan musyawarah

Menurut Oemar (1992:72 adalah segala sesuatu yang menghalangi,
merintagi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dala kehidupan sehari-
hari yang datangnya sili berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu

yang menjalankanya untuk mencapai tujuan.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Desa Pengalihan
Keritang, bahwasanya hambatan yang terjadi dalam Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Desa Pengalihan Kecematan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah

menerapkan

desa itu tidak

pata pencaharian di

2. uktur yang kurang
Akibatnya aliran

angkut hasil pertanian

masyarakat desa

3 angkatan kerja yang

Ini menyebabkan permodalan

4. QL%‘

\\‘%
untuk usaha desa Peng

adi sulit. Akses menuju permodalan
menjadi terhambat dan masyarakat sulit berkembang.

5. Pola piker dan kesadaran masyarakatnya menjadi pentingnya dalam
meningkatkan  Partisifasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Pengalihan.
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6. Kurangnya Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Di Desa Pengalihan Kecematan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam

pembangunan pedesaan, terlihat masih kurang adanya pasrtipasi dalam hal

aya dalam bentuk tenaga

ol SRR A '%

A. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Pertisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hilir dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut :
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1) Merencanakan Pembangunan dalam Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hilir, dapat dikatakan berperan, karena banyaknya perencanaan

2) A am Partisipasi
atan Keritang
berperan, karena

an tidak terjalin

3) 2 " Pembangunan  dala rtisiy Masyarakat Dalam
abupaten Indragiri

masih banyaknya

4) W 3 s 3 artisipasi Masyarakat

5) Menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada di Desa dalam
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dikatakan berperan, dari proses

pembangunan di Desa Pengalihan banyak masyarakat yang terbantu dengan

hasil pembangunan yang ada.
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B. Faktor Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir :

1) Lambatnya respon Pemerintah Desa Pengalihan terhadap kebutuhan

2) K alan urang I jalan merupakan salah satu faktor

3) masyarakat Desa
tenaganya untuk

erung menutup ruang

4) : dalah. masalah klasik dalam setiap

kemajuan Desa menjadi terhambat.

6.2 Saran
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Merujuk pada kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka saran yang
menjadi rekomendasi bagi Kepala Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dalam

menjalankan tugasnya yaitu :

want

ﬁ

. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap Desa membuat
Pemerintah Desa memikirkan pembangunan yang lebih prioritas dan tidak

menyimpang dari kebutuhan masyarakat yang ada.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

114

4. Desa Pengalihan merupakan kawasan yang memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkan sebagai sumber pendapatan Daerah. Salah satunya ialah

pertanian kelapa sawit dan kelapa, sehingga menambahkan pendapatan
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